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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 199/PMK.010/2016

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA

ATAU DIPEROLEH MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN

LUMPUR SIDOARJO UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016, telah tersedia pagu anggaran untuk

subsidi Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah

atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah

dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh

masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam

peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka

melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf c
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung

Pemerintah atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh

Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo

untuk Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);

2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 91);

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2015 tentang

Pemberian Dana Antisipasi Untuk Melunasi Pembelian

Tanah dan Bangunan Milik Masyarakat yang Terkena

Luapan Lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22

Maret 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 149);
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4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 153);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010

tentang Mekanisme Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

632) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2011 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 898);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK

PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS

PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH

DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH

MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh masyarakat

yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dari pengalihan

hak atas tanah dan/atau bangunan kepada PT Minarak

Lapindo Jaya atau Pemerintah, terutang Pajak

Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang

pribadi dan/atau badan yang terkena luapan lumpur

Sidoarjo dan mengalihkan hak atas tanah dan/atau

bangunan yang termasuk dalam peta area terdampak

tanggal 22 Maret 2007 kepada PT Minarak Lapindo Jaya

atau Pemerintah.

(3) Peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan peta area

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
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Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 37 Tahun 2012.

(4) Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan dari

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung

Pemerintah.

Pasal 2

(1) Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (4) merupakan belanja subsidi Pajak

Penghasilan ditanggung Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai

mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas

pajak ditanggung Pemerintah.

(2) Subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

pagu anggaran sebagaimana ditetapkan dalam

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016.

Pasal 3

(1) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo harus

menyampaikan laporan tiap bulan kepada Direktur

Jenderal Pajak c.q. Direktur Potensi Kepatuhan dan

Penerimaan mengenai data orang pribadi dan/atau badan

yang menerima pembayaran atas pengalihan hak atas

tanah dan/atau bangunan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
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